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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Akad 

1. Pengerian Akad 

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, 

disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal 

dari kata al-‘aqad, yang berarti mengikat, menyambung 

atau menghubungkan (ar-rabth). Sebagai suatu istilah 

hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan 

kepada akad (perjanjian).1 

Adapun secara terminologi ulama fiqh melihat 

akad dari dua sisi yakni secara umum dan secara 

khusus. Definisi umum mengenai akad para ulama fikih 

memberikan definisi bahwa akad adalah segala sesuatu 

yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya 

sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak, sumpah, atau 

sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak 

dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan, dan 

gadai.2  

Sedangkan definisi khusus, akad adalah perikatan 

yang ditetepkan syara’ yang berdampak pada objeknya. 

Dari keterangan diatas, dapat dipahami bahwa akad 

                                                           
1Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007), h. 68. 
2Akhmad Faroh Hasan, Fiqh Muamalah, (Malang:UIN Maliki Press,2018) h.23 
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ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, 

antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas 

suatu obyek tertentu dan shighoh (lafadz) dalam ijab 

qobul.3 

2. Rukun Akad 

Rukun-rukun akad sebagai berikut:  

a Aqid, adalah orang yang berakad (subjek akad); 

terkadang masingmasing pihak terdiri dari salah 

satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. 

Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar 

biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli 

waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada 

pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.  

b Ma’qūd alaih, adalah benda-benda yang akan 

diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang 

dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau 

pemberian, gadai, utang yang dijaminkan seseorang 

dalam akad kafalah.4 Ma’qūd alaih harus memenuhi 

beberapa persyaratan sebagai berikut:  

1) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau 

kontrak sedang dilakukan. 

                                                           
3
Akhmad Faroh Hasan, Fiqh Muamalah,..., h. 23 

4
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2018, 

h.30 
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2) Obyek transaksi harus berupa harta yang 

diperbolehkan syara’ untuk ditransaksikan dan 

dimiliki penuh oleh pemiliknya.  

3) Obyek transaksi bisa diserah terimakan saat 

terjadinya akad, atau dimungkinkan 

dikemudian hari.  

4) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi. 

Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis 

dan bukan barang najis. 

5) Maudhū al-aqd adalah tujuan atau maksud 

mengadakan akad. Berbeda akad maka 

berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual 

beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu 

memindahkan barang dari penjual kepada 

pembeli dengan di beri ganti. 

6) Shighat al-aqd, yaitu ijab kabul. Ijab adalah 

ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh 

salah satu dari pihak yang akan melakukan 

akad, sedangkan kabul adalah peryataan pihak 

kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab 

kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah 

bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga 

penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu 

terkadang tidak berhadapan atau ungkapan 

yang menunjukan kesepakatan dua pihak yang 
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melakukan akad, misalnya yang berlangganan 

majalah, pembeli mengirim uang melalui pos 

wesel dan pembeli menerima majalah tersebut 

dari kantor pos.5 

3. Syarat Akad 

Beberapa syarat tersebut meliputi:  

a Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam 

syarat ini dikenal dengan nama Syurūth In`iqād. 

Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus 

dipenuhi oleh rukun-rukun akad,ialah:  

1) Pihak yang berakad. 

2) Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya 

kesesuaian ijab dan kabul (munculnya 

kesepakatan) kemudian dilakukan dalam satu 

majlis akad.  

3) Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan 

dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai 

dan dimiliki). 

4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara‟. 

b Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan 

yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat 

terbentuknya akad (Syurūth In`iqād) tersebut 

dipenuhi antara lain:  

                                                           
5Machalla fri Iskandar,Makalah Fiqh Muamalah 1: Teori Akad Dalam Perspektif 

Fiqh Muamalah, dikutip dari 

https://www.academia.edu/25949554/Makalah_Fiqih_Muamalah_ 

1_Teori_Akad_dalam_Perspektif_Fiqih_Muamalah, pada 26  Desember 2022 
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1) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara 

bebas. Maka jika pertanyaan kehendak tersebut 

dilakukan dengan terpaksa,maka akad dianggap 

batal. 

2) Penyerahan objek tidak menimbulkan mudarat.  

3) Bebas dari Gharar, yaitu tidak adanya tipuan 

yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.  

4) Bebas dari riba6  

c Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (Syurūth 

annafādz) adalah syarat yang diperlukan bagi akad 

agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat 

hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah : 

1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, 

kewenangan ini terpenuhi jika para pihak 

memiliki kewenangan sempurna atas objek 

akad,atau para pihak merupakan wakil dari 

pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari 

pemiliknya atau pada objek tersebut tidak 

tersangkut hak orang lain. 

2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang 

dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan 

para pihak yang melakukan akad adalah mereka 

yang dipandang mencapai tingkat kecakapan 

bertindak hukum yang dibutuhkan. 

                                                           
6
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,..., h. 45 
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3) Syarat mengikat (Syurūth al-luzūm) sebuah akad 

yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan 

beberapa macam syarat sebagaimana yang 

dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad 

tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah 

melakukan akad.7 

4. Macam-Macam Akad 

Berikut ini adalah macam-macam akad : 

a Aqad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung 

pada waktu selesanya akad. Pernyataan akad akan 

diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan 

yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak 

pula dikuti pula ditentukanya waktu pelaksanaan 

setelah adanya akad.  

b ʻAqad Muʻalaq ialah akad yang didalamnya 

pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah 

ditentukan dalam akad, misalnya penentuan 

penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah 

adanya pembayaran. 

c ʻAqad Mudhāf ialah akad yang didalam pelaksanaanya 

terdapat syaratsyarat mengenai penanggulangan 

pelaksanaan akad, penyataan yang pelaksanaannya 

ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. 

Perkataan ini sah dilakukan pada akad, tetapi belum 

                                                           
7
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,..., h. 45 
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mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu 

yang ditentukan.8 

5. Sah Dan Batalnya Akad 

Ditinjau dari segi ini Para ulama fiqh 

mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di 

lihat dari beberapa aspek. Jika di lihat dari ke 

absahannya menurut syara‟, akad di bagi menjadi dua, 

yakni : 

a Akad Shahih  

Akad Shahīh yakni akad yang telah 

memenuhi rukunrukun dan syarat-syaratnya. 

Hukum dari akad Shahīh ini, berlakunya seluruh 

akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan 

mengikat pada pihak-pihak yang berakad. 

b Akad Tidak Shahih  

Akad yang tidak Shahīh yakni akad yang 

terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-

syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum dalam 

akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-

pihak yang berakad.9 

 

 

 

                                                           
8
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,..., h. 78 

9Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta : UII Pres, 

1982), h. 65. 
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B. Ijarah  

a. Pengertian Ijarah 

Dalam Islam, Ijarah menurut bahasa Arabnya 

adalah Al-Ijarah. Al-Ijarah berasalah dari kata Al-Ajru 

yang berarti Al-Iwadh di arti bahasa Indonesia diartikan 

sebagai ganti dan upah.10 Al–Ijarah menurut bahasa 

merupakan isim (nama) bagi sewaan, sedangkan 

menurut syara‟ ialah memiliki suatu manfaat (jasa) 

dengan imbalan (pembayaran) berdasarkan persyaratan. 

Dalam arti luas, al-Ijarah bermakna suatu akad yang 

berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan 

memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini 

sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, 

bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri.11  

Al-Ijarah adalah suatu akad jenis atau transaksi 

untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi 

penggantian.12  Kelompok Hanafiyah mengartikan Ijarah 

dengan akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu 

dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran 

dengan jumlah yang telah disepakati. Dengan istilah lain 

dapat pula disebutkan bahwa al–Ijarah adalah salah satu 

                                                           
10

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta : UII Pres, 

1982), h. .65. 
11

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat,..., h. 66 
12Hendi Suhendi. Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo, 2002), h. 63. 
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akad yang berisi pengambilan manfaat dengan jalan 

penggantian.13  

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, 

Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu 

dengan pembayaran.14 Dalam penjelasan mengenai akad 

Ijarah, dapat disimpulkan bahwa Ijarah adalah akad 

pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.15  

Dengan istilah lain dapat pula disebut bahwa 

Ijarah ialah suatu akad berisi pengambilan manfaat 

sesuatu dengan jalan penggantian. Beberapa pendapat 

ulama fiqh tentang Ijarah yaitu: 

a Menurut Sayyid Sabiq, Ijarah adalah suatu jenis akad 

atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan 

jalan memberi penggantian.  

b Menurut ulama syafi‟iyah, Ijarah adalah suatu jenis 

akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang 

dituju. Bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, 

dengan cara memberi imbalan tertentu. 

c Menurut Hanafiyah, Ijarah adalah akad untuk 

membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui 

                                                           
13

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat,..., h. 67 
14Hendi Suhendi. Fikih Muamalah,..., h.67 
15

Hendi Suhendi. Fikih Muamalah,..., h.68 
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dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan 

imbalan.  

d Menurut Malikiyah, bahwa Ijarah adalah nama bagi 

akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat 

manusiawi dan untuk sebagian yang dapat 

dipindahkan. 16 

Menurut definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwasanya sewa menyewa (Ijarah) adalah akad 

pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barang sendiri.17 

 

b. Dasar Hukum Ijarah  

Ijarah tidak hanya membawa keuntungan bagi 

manusia. Melainkan membawa manfaat yang banyak 

bagi manusia yang menjalankannya, asalkan berpegang 

pada prinsip yang diajarkan oleh agama. Prinsip itulah 

nantinya membawa manusia pada kebaikan sekaligus 

pahala sebagai keuntungan yang lainnya selain materi. 

Adapun diperbolehkannya sewa menyewa (Ijarah), 

dalam Al-Quran ialah: 

a Al-Qur‟an 

1) Surah At -Thalaq ayat 6 

                                                           
16

Muhammad Syafi Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 117 
17

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat,..., h. 67 
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إنِ  ََ ٍِهََّّۚ  ٕۡ ٌَهَُّ لخِعَُِّٕقُُاْ عَلَ لََ حعَُاسُّٓ ََ جۡذِكُمۡ  َُ ه  ذُ سَكَىخمُ مِّ ٕۡ أسَۡكِىٌُُهَُّ مِهۡ حَ

َّٰ ٔعََعۡهَ حَمۡلٍَهََُّّۚ فئَنِۡ أسَۡظَعۡهَ لكَُمۡ  ٍِهَّ حَخَّ ٕۡ جِ حَمۡلٖ فأَوَفقُُِاْ عَلَ لََٰ َْ كُهَّ أُ

أۡحمَِشَُاْ يَٕۡ   َ فَ  ََ إنِ حعََاسَشۡحمُۡ فسََخشُۡظِعُ لًَُٓۥ احٌُُهَُّ أجُُُسٌَهَُّ  ََ ىكَُم يمَِعۡشَُفٖٖۖ 

 َِٰ   ٦أخُۡشَ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di 

mana kamu bertempat tinggal menurut 

kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 

mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah 

ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah 

kepada mereka nafkahnya sampai mereka 

melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan 

(anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya 

kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara 

kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu 

menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S At-

Thalaq : 6)18 

 

Ayat ini menerangkan bahwa menyusui 

adalah pengambilan manfaat dari orang yang 

dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air 

susunya melainkan jasa dari orang yang telah 

dipekerjakannya. Tradisi bangsa arab pada zaman 

                                                           
18Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: 

Diponegoro, 2010), h. 273 
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dahulu adalah menyusukan anaknya kepada 

orang lain, dari sini munculah istilah saudara satu 

susuan atau ibu susu, sebagaimana Rasulullah 

SAW disusukan kepada Halimah Al-Sa‟diyah.19 

2) Surah Az-Zhukruf ayat 32 

وٕۡاََّۚ  ةِ ٱلذُّ َُٰ عِٕشَخٍَمُۡ فِٓ ٱلۡحََٕ ىٍَمُ مَّ ٕۡ أٌَمُۡ ٔقَۡسِمُُنَ سَحۡمَجَ سَيِّكََّۚ وحَۡهُ قسََمۡىاَ يَ

سَحۡمَجُ  ََ اۗ  خََّخِزَ يعَۡعٍُمُ يعَۡعٗا سُخۡشِّٔٗ جٖ لِّٕ قَ يعَۡطٖ دَسَجََٰ ُۡ سَفعَۡىاَ يعَۡعٍَمُۡ فَ ََ

ا ٔجَۡمَعُُنَ  مَّ شٞ مِّ ٕۡ   ٢٣سَيِّكَ خَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagikan 

rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara 

mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 

dunia, dan kami telah meninggikan sebagian 

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, 

agar sebagian mereka dapat mempergunakan 

sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih 

baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-

Zukhruf: 32).20 

Lafaz “Sukhriyyan” yang tepat dalam ayat 

di atas bermakna saling menggunakan. Namun 

pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar Fiqih 

Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini, lafaz 

ini diartikan dengan supaya kalian saling 

                                                           
19

Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. 1, 

h. 136 
20

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,..., h. 491 
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mempergunakan satu sama lain dalam hal 

pekerjaan atau yang lain.21  

Terkadang manusia membutuhkan sesuatu 

yang berada dalam kepemilikan orang lain, 

dengan demikian orang tersebut bisa 

mempergunakan sesuatu itu dengan cara 

melakukan transaksi, salah satunya adalah 

dengan Ijarah atau upah-mengupah.22 

3) Surah Al-Baqarah ayat 233 

ظَاعَتََّۚ  هِٖۖ لمَِهۡ أسََادَ أنَ ٔخُمَِّ ٱلشَّ ٕۡ هِ كَامِلَ ٕۡ لَ ُۡ ذٌَهَُّ حَ لََٰ َۡ ثُ ٔشُۡظِعۡهَ أَ لذََِٰ ََُٰ ٱلۡ ََ ۞

سۡعٍَاََّۚ  َُ حٍُهَُّ يٱِلۡمَعۡشَُفَِّۚ لََ حكَُلَّفُ وفَۡسٌ إلََِّ  َُ كِسۡ ََ لُُدِ لًَُۥ سِصۡقٍُهَُّ  ُۡ عَلَّ ٱلۡمَ ََ

لذٌَِاَ  َُ  يِ
لذَِةُُۢ َََٰ لكَِۗ فئَنِۡ لََ حعَُاسَّٓ  اسِدِ مِثۡلُ رََٰ َُ عَلَّ ٱلۡ ََ لذَِيِّۦَۚ  َُ ُۥ يِ لُُدٞ لًَّ ُۡ لََ مَ ََ

إنِۡ أسََدحُّمۡ أنَ  ََ ٍِمَاۗ  ٕۡ سٖ فلَََ جُىاَحَ عَلَ َُ حشََا ََ ىٍۡمَُا  أسََادَا فصَِالَا عَه حشََاضٖ مِّ

كُمۡ إرَِا سَلَّمۡخمُ مَّ  ٕۡ ذَكُمۡ فلَََ جُىاَحَ عَلَ لََٰ َۡ اْ أَ ُٓ ٱحَّقُُاْ حسَۡخشَۡظِعُ ََ خمُ يٱِلۡمَعۡشَُفِۗ  ٕۡ آ ءَاحَ

َ يمَِا حعَۡمَلُُنَ يصَِٕشٞ  اْ أنََّ ٱللََّّ ُٓ ٱعۡلمَُ ََ  َ   ٣٢٢ٱللََّّ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan 

anakanaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi 

yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 

kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang 

tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 

menderita kesengsaraan karena anaknya dan 

seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

                                                           
21

Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam,..., h, 136 
22

Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam,..., h. 256 
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berkewajiban demikian. Dan jika kamu ingin 

anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak 

ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah 

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q,S Al-

Baqarah: 233)23 

Ayat diatas dapat dipahami bahwa 

tidaklah menjadi halangan sama sekali jika 

memberikan upah kepada perempuan lain yang 

telah menyusukan anak yang bukan dari ibunya. 

Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan 

manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang 

dibayar bukan harga air susunya melainkan 

orang yang dipekerjakannya. Menurut Qatadah 

dan Zuhry, boleh menyerahkan penyusuan itu 

kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau 

ayahnya atau dengan jalan melalui musyawarah. 

Jika telah diserahkan kepada perempuan lain 

maka biaya yang pantas maka biaya yang pantas 

menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah 

ditunaikan.24 

4) Surah An-Nahl ayat 97 

                                                           
23

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,..., h. 491 
24

Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam,..., h. 124 
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ٖۖ
ةٗ غَِّٕبَتٗ َُٰ ُۥ حََٕ َُ مُؤۡمِهٞ فلَىَحُِٕٕۡىًََّ ٌُ ََ  َّٰ َۡ أوُثَ ه رَكَشٍ أَ لحِٗا مِّ مَهۡ عَمِلَ صََٰ

مُۡ أجَۡشٌَمُ يأِحَۡسَهِ مَا كَاوُُاْ ٔعَۡمَلُُنَ  لىَجَۡضِٔىٍََّ ََ٧٩  

Artinya: :“Barangsiapa yang mengerjakan amal 

saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam 

Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan 

Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik 

dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 

dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS An-

Naẖl :97)25 

 

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak 

ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka 

mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah 

SWT akan memberikan imbalan yang setimpal 

dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.26 

5) Al-Qhasas ayat 26 

 ٍُ أٓيَجَِ ٱسۡخَ قاَلجَۡ إحِۡذَىَٰ شَ مَهِ ٱسۡخَ   ۡ مَا ََٰٔ ٕۡ ُّْ ٱأَۡمَِٕهُ   ۡ جِشۡيُٖۖ إنَِّ خَ ُِ   ٣٦جَشۡثَ ٱلۡقَ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu 

berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang 

yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya 

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

                                                           
25

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,..., h. 597 
26

Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam,..., h. 479 
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bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi 

dapat dipercaya.”(Q.S Al-Qashash ayat 26)27 

 

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan 

Nabi Musa As bertemu dengan putri Nabi Ishaq, 

salah seorang putrinya meminta Nabi Musa As 

untuk di sewa tenaganya guna mengembala 

domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa 

Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang 

hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan 

mengatakan “karna sesungguhnya orang yang 

paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) 

ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Cara 

ini menggambarkan proses penyewaan jasa 

sesorang dan bagaimana pembiayaan upah itu 

dilakukan. 

b Hadist 

Hadis adalah segala sesuatau yang diberitakan 

dari Nabi SAW, baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, 

sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi.28 Hadis adalah 

sumber kedua setelah Al- Qur‟an, dalam Hadis juga 

menyebutkan sebutkan mengenai perihal yang 

berhubungan dengan dasar-dasar hukum Islam yang 

                                                           
27

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,..., h. 388 
28M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2009), h. 15 
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dijadikan pedoman dalam berkegiatan bermuamalah 

yang salah satunya sewa-menyewa manfaat atau 

(Ijarah) diantaranya sebagai berikut ini: 

1) H.R. Bukhari 2119 

عْتُ أنََسًا رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ يَ قُولُ   ثَ نَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْروِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سََِ ثَ نَا أبَوُ نُ عَيْمٍ حَدَّ كَانَ حَدَّ

ولََْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يََْتَجِمُ   

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Abu 

Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar 

dari 'Amru bin 'Amir berkata: Aku mendengar 

Anas radliyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 

'alaihi wa sallam berbekam dan Beliau tidak 

pernah menzhalimi upah seorangpun. (H.R. 

Bukhari).29 

 

2) H.R. Ibnu Majah 2155 

ثَ نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّوِ عَنْ يوُنُسَ عَنْ ابْنِ سِيريِ ثَ نَا عَبْدُ الَْْمِيدِ بْنُ بَ يَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّ نَ حَدَّ

امَ أَجْرهَُ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبَِّ  صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الَْْجَّ  

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Abdul 

Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata: telah 

menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah 

dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik 

berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 

                                                           
29Ibnu Hajar al-'Asqalani, Bulughul Maram, (Semarang : Pt. Karya Toha, tt), h. 

501 
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melakukan bekam dan memberikan upah kepada 

tukang bekamnya." (H.R. Ibnu Majah)30 

 

 

3) H.R. Ibnu Majah 2434 

لَ  ثَ نَا وَىْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّ مَشْقِيُّ حَدَّ ثَ نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَليِدِ الدِّ ثَ نَا عَبْدُ حَدَّ مِيُّ حَدَّ

عَلَيْوِ  الرَّحَْْنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أبَيِوِ عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ 

فَّ عَرَقوُُ   وَسَلَّمَ أَعْطوُا الَْْجِيَر أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يََِ

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Al 

Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah  

menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin 

Athiah As Salami berkata: telah menceritakan 

kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam 

dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata: 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering 

keringatnya." (H.R. Ibnu Majah)31 

 

c Ijma‟ 

Ulama telah sepakat tentang kebolehan 

melakukan akad Ijarah, hal ini didasari pada 

kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti 

halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli 

                                                           
30

Ibnu Hajar al-'Asqalani, Bulughul Maram,..., h. 504 
31

Ibnu Hajar al-'Asqalani, Bulughul Maram,..., h. 510 
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diperbolekan, maka akan terdapat suatu kewajiban 

untuk membolehkan akad Ijarah atas manfaat/jasa. 

Karena pada hakikatnya, akad Ijarah juga merupakan 

akad jual beli, namum obyek manfaat/jasa. Dengan 

adanya ijma‟ ini, akan memperkuat keabsahan akad 

Ijarah.32 

c. Rukun Ijarah  

Rukun Ijarah adalah adanya pihak yang menyewa 

(musta’jir), pihak yang menyewakan (mu’jir), ijab dan 

qabul (sighat), manfaat barang yang disewakan dan 

upah. KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa 

rukun Ijarah adalah : pihak yang menyewa, pihak yang 

menyewakan, benda yang di Ijarahkan dan akad. 

Masing-masing rukun ini mempunyai syarat tertentu 

yang akan dijelaskan dalam masalah syarat Ijarah.33  

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam 

sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad atau 

transaksi tidak sah. Rukun sebagaimana yang telah 

dijelaskan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya. “al-

Waiju fi Ushul Fiqh” bahwa rukun adalah bagian dari 

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam 

sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad atau 

transaksi tidak sah. Rukun sebagaimana yang telah 

                                                           
32Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar.2010) h. 153 
33

Pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
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dijelaskan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya “al-

Waiju fi Ushul Fiqh” bahwa rukun adalah bagian dari 

hakikat sesuatu atau zatnya.34 

Dalam melaksanakan suatu perjanjian terdapat 

rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dan jika rukun 

dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian itu 

tidak sah hukumnya atau batal. Sama halnya dengan 

sewa-menyewa (Ijarah) harus memenuhi rukun dan 

syaratnya. Rukun dan syarat sewa-menyewa (Ijarah) 

telah diatur dalam hukum Islam.35 

Adapun rukun dalam pelaksanaan Ijarah yaitu :  

1) „Aqid (orang yang berakad) yang terdiri dari mu’jir 

dan musta’jir. Mu’jir adalah yang mempunyai jasa, 

musta’jir adalah orang yang menyewa jasa. 

2) Shighat (ijab kabul) berupa pernyataan dari kedua 

belah pihak yang berakad baik secara verbal atau 

dalam bentuk lain, atau akad perjanjian antara mu’jir 

dan musta’jir 

3) Ma’uqūd ‘alaih yakni barang atau benda yang 

disewakan.  

4) Ujrah adalah upah atau imbalan sebagai bayaran 

(uang sewa). 36 

                                                           
34

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gramedia Pratama, 2007), h. 231 
35

Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia) h. 125 
36Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, ..., h. 125 



43 
 

 

Sedangkan menurut hanafiyah rukun al-Ijarah 

hanya satu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang 

bertansaksi.37 

d. Syarat Ijarah 

Sebagai sebuah transaksi umum, Ijarah baru 

dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan 

syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum 

dalam transaksi lainnya, dari rukun Ijarah yang sudah 

dijelaskan di atas, masing-masing rukun itu memiliki 

syarat-syarat sebagai berikut :38 

1) Mu’jir dan Musta’jir adalah dua orang yang 

melakukan akad sewa-menyewa atau upah-

mengupah. Mu’jir adalah yang menerima upah dan 

yang menyewakan, Musta’jir adalah orang yang 

memberikan upah untuk melakukan sesuatu dan 

menyewa sesuatu, di syaratkan pada mu’jir dan 

musta’jir adalah baligh, berakal, cakap, melakukan 

tasharuf, (mengendalikan harta), dan saling meridhai 

Allah SWT.39 Syarat ini didasarkan pada firman 

Allah SWT:  

شَةا عَه  ٓ أنَ حكَُُنَ حجََِٰ طِلِ إلََِّ ىكَُم يٱِلۡبََٰ ٕۡ لكَُم يَ ََُٰ اْ أمَۡ ُٓ اَ ٱلَّزِٔهَ ءَامَىُُاْ لََ حأَۡكُلُ أٍَُّٓٔ ََٰٔ

َ كَانَ يكُِمۡ سَحِٕمٗا  اْ أوَفسَُكُمَّۡۚ إنَِّ ٱللََّّ ُٓ ُ لََ حقَۡخلُ ََ ىكُمَّۡۚ    ٣٧حشََاضٖ مِّ

                                                           
37

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah,…, h. 229 
38

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah..., h. 228 
39

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah..., h. 228 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-

Nisa‟ ; 29)40 

Bagi „Aqid (orang yang berakad Ijarah) juga 

disyaratkan mengetahui manfaat barang yang 

diakadkan dengan sempurna sehingga dapat 

mencegah terjadinya perselisihan.41 

2) Shighat ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir, ijab 

kabul sewa-menyewa dan upah mengupah, ijab 

kabul sewamenyewa. Disyaratkan pada Shighat (ijab 

kabul) adalah :42  

1) Akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum 

barang yang disewa itu dipergunakan atau 

dimanfaatkan.  

2) Ijab kabul itu tidak disangkut pautkan dengan 

urusan lain yakni antara penyewa dan yang 

menyewakan.  

                                                           
40

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,..., h. 83 
41

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,..., h. 78 
42

Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 

2013), h. 155 
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3) Dalam Akad atau ijab kabul harus ditentukan 

waktu sewanya, apakah seminggu atau sebulan 

atau setahun, dan seterusnya.  

Shighat, disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya 

majelis akad. Maka akad Ijarah tidak sah apabila 

antara ijab dan kabul tidak berkesesuaian, seperti 

tidak berkesesuaian antara objek akad atau batas 

waktu. Misalnya : “aku sewakan mobil ini 

kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”. Maka musta’jir 

menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan 

harga demikian setiap hari”. Adapun ijab kabul 

upah-mengupah, misalnya : seseorang berkata, 

“kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli 

dengan upah setiap hari Rp. 5.000.00”, kemudian 

musta’jir menjawab “akan aku kerjakan pekerjaan itu 

sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”. Manfaat 

yang menjadi objek al-Ijarah harus diketahui, 

sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian 

hari. Apabila manfaat yang menjadi objek yang 

tidak jelas, maka akadnya tidak sah.43 

3) Disyaratkan pada ma’uqūd ‘alaih (benda yang 

disewakan) adalah: 

1) Objek yang disewakan dapat dimanfaatkan 

kegunaanya.  

                                                           
43

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,..., h. 78 
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2) Barang yang disewakan harus diketahui jenis, 

kadar dan sifatnya. 

3) Barang yang disewakan disyaratkan kekal „ain 

(zat)-nya hingga waktu yang telah ditentukan 

menurut perjanjian dalam akad.  

4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan 

sesuai dengan syariah.  

5) Objek yang disewakan dapat diserah terimakan 

baik manfaat maupun bendanya. 

6) Diketahui jelas ukuran dan batas waktu Ijarah oleh 

kedua belah pihak agar terhindar dari peselisihan. 

7) Benda dan Manfaat dari objek yang disewakan 

harus sesuatu yang diperbolehkan agama.  

8) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang 

fardhu atau diwajibkan kepada mu’jir (penyewa), 

seperti shalat, puasa, haji, imamah sholat, azan 

dan Iqamah.44 

4) Disyaratkan pada ujrah (upah) adalah: 

1) Upah/imbalan berupa benda yang diketahui 

yang dibolehkan memanfaatkannya (Mal 

Mutaqawwim). 

2) Upah atau imbalan tidak disyaratkan dari jenis 

yang diakadkan. Misalnya sewa rumah dengan 

sebuah rumah. Upah mengerjakan sawah dengan 
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Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,..., h. 78 
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sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan 

riba. 

3) Bisa membawa manfaat yang jelas. Seperti 

menempati rumah, melayani seseorang 

mengajarkan suatu ilmu, dan lain sebagainya.  

4) Tidak berkurang nilainya berupa harta tetap yang 

dapat diketahui. Kelenturan (fexibility) dalam 

menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan 

dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.45 

Sehingga, agar Ijarah terlaksana, barang harus 

dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh 

untuk akad (ahliah). Dengan demikian, Ijarah al-fudhul 

(Ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 

kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak 

dapat menjadikan adanya Ijarah.46 

e. Pembayaran Upah dan Sewa  

Jika Ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban 

pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya 

pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah 

berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai 

pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, 

menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara 

                                                           
45Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia..., h. 155 
46

Iim Fahima, Fiqih Ekonomi, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018) h.92 
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berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.47 

Hak menerima upah bagi musta’jir adalah sebagai 

berikut : 

1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan 

2) Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika 

akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, 

manfaat barang sewaan yang di Ijarah kan mengalir 

selama penyewaan berlangsung.48 

f. Menyewakan Barang Sewaan  

Musta’jir dibolehkan menyewakan lagi barang 

sewaan kepada orang lain, dengan syarat penggunaan 

barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan 

ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika 

akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewakan untuk 

membajak sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan 

lagi dan timbul musta’jir kedua, maka kerbay itupun 

harus digunakan untuk membajak sawah pula.49  

Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas 

saja, dalam artian boleh lebih besar, lebih kecil atau 

seimbang. Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, 

maka yang bertanggungjawab adalah pemilik barang 

(mu’jir) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari 

kelalaian musta’jir. Bila kecelakaan atau kerusakan 

                                                           
47Rozalinda, Fikih Syariah Ekonomi (Pripsip dan Implementasinya Pada Sektor 

Keuangan Syariah), (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h. 132 
48

Syaikhu, Ariyandi, Norwil, Fikih Muamalah,..., h. 144 
49Akhmad Faroh Hasan, Fiqh Muamalah, (Malang:UIN Maliki Press,2018) h.23 
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benda yang disewa akibat kelalaian musta’jir maka yang 

bertanggungjawab adalah musta’jir itu sendiri, misalnya 

menyewa mobil kemudian mobil itu hilang dicuri 

karena disimpan bukan pada tempat yang layak.50  

g. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah 

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang 

tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu 

pihak, karena Ijarah merupakan akad pertukaran, 

kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.51 

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi 

pada tangan penyewa 

2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah 

runtuh dan sebagainya 

3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur alaih), 

seperti baju yang diupah untuk dijahitkan. 

4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya 

masa yang telah ditentukan dan selesainya 

pekerjaan. 

5) Menurut Hanafiyah, boleh fasakh Ijarah dari salah 

satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk 
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Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia..., h. 155 
51

Akhmad Faroh Hasan, Fiqh Muamalah,…, h. 25 
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dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, 

maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu52 

h. Pengembalian Sewaan 

Jika Ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban 

mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat 

dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada 

pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah tetap 

(‘iqar), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan 

kosong, jika barang sewaan itu tanaman, kecuali bila ada 

kesulitan untuk menghilangkannya. Mazhab Hambali 

berpendapat bahwa ketika Ijarah telah berakhir, 

penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak 

ada kemestian mengembalikan untuk 

menyerahterimakannya, seperti barang titipan.53  

i. Ijarah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) 

Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah 

(KHES) Pasal 20 (9) terhadap Ijarah, bahwa Ijarah adalah 

suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang dalam 

jangka waktu tertentu dengan pembayaran.54 

Dari pernyataan di atas, prinsip sewa ini sangat 

dasar untuk melakukan kegiatan sewa menyewa. 

Keadilan dan kemurahan hati yang dimiliki satu sama 

lain akan memberikan kebebasan tanpa keluar dari 

kesepakatan bersama. Akan tetapi, kurang setuju dengan 

apa yang terjadi sekarang dalam kegiatan bermuamalah. 

Mereka kadang tidak melihat sisi dari pihak penyewa 

sehingga keadilan masih jauh.55 
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